BAB V
PENUTUP
1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai
analisis pertanggungjawaban kerugian yang timbul pada pihak konsumen
dalam suatu transaksi terapetik dengan dokter hewan praktik mandiri
berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka kesimpulan
yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada perjanjian terapetik antara seorang konsumen dengan
seorang dokter hewan, memang seorang dokter hewan hanya memiliki
pertanggungjawaban prestasi dalam rupa inspannings verbitennis atau
pertanggungjawaban prestasi dengan ukuran upaya terbaik;

b. Sekalipun sang dokter hewan hanya bertanggung jawab untuk
memberikan upaya terbaiknya, namun ia masih terikat dengan
kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan, salah satunya adalah kode etik dokter hewan yang mana
kode etik tersebut seorang dokter hewan harus menjelaskan secara
transparan pada pihak konsumen perihal bagaimana tindakan yang akan
ia ambil, lengkap dengan segala resikonya;

c. Bahwa dalam hal terjadi kerugian yang ditimbulkan pihak Dokter
Hewan, namun ternyata dokter hewan telah mengindahkan segala
ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, adalah
sulit bagi konsumen untuk memintakan pertanggungjawaban, terutama
secara keperdataan;

d. Bahwa apabila kerugian yang timbul di diri konsumen timbul karena
sang dokter hewan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku,
termasuk salah satunya Kode Etik, ada dua opsi yang dapat diambil
oleh konsumen apabila hendak memintakan pertanggungjawaban

kepada sang dokter hewan, yakni dengan melayangkan gugatan perdata
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dalam ragam Perbuatan Melawan Hukum, atau dengan menggugat
pelaku usaha ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kemudian
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat menerapkan sanksi
keperdataan berupa penetapan ganti rugi yang mana dalam pasal 19 jo

pasal 28 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan uraian

kesimpulan yang diperoleh, maka dengan ini penulis menyampaikan

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya perlindungan
konsumen dokter hewan. Berikut merupakan saran dari penulis:

a. Bahwa pelaku usaha, dalam hal ini dokter hewan selaku penyedia
pelayanan jasa penanganan medis pada Hewan hendaknya
memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan
usaha jasanya. Baik ketentuan di dalam UUPK maupun ketentuan-
ketentuan lain yang berkaitan dengan praktik dokter hewan. Dokter
hewan harus memenuhi segala kewajibannya yang sudah tertulis secara
tegas di dalam ketentuan-ketentuan yang sudah dibahas oleh penulis
dalam bab-bab sebelumnya serta berani bertanggung jawab atas segala
kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukannya. Sebagai penyeimbang
dokter hewan juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh konsumen
atau pemilik hewan, seperti mendapatkan bayaran sesuai dengan tarif
yang sudah ditentukan.

b. Bahwa konsumen hendaknya memiliki kesadaran hukum untuk
mengenal hak-haknya serta prosedur-prosedur yang dapat ditempuh
untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Pengetahuan konsumen akan
hak-haknya akan senantiasa meningkatkan taraf pelayanan dari pelaku
jasa usaha, yang mana hal tersebut akan menimbulkan kemanfaatan
yang lebih ke dalam kehidupan sehari-hari. Apabila konsumen merasa
dirugikan karena hak-haknya tidak terpenuhi, konsumen dapat memilih
cara penyelesaian sengketa. Konsumen dapat menggugat secara
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keperdataan melalui pengadilan ataupun menggugat pelaku usaha ke

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
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